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ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang a. bahwa penataan dan perencanaan tata ruang wilayah
merupakan salah satu instrumen penting yang merupakan
kesatuan wadah meliputi, rualg darat, ruang laut dan ruang
udara sebagai sumber daya yang perlu ditingkatkan secara
bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna sehingga kualitas
ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi
terwujudnya kesejahteraan umum yang berkeadilan serta
terjadinya perubahan bentang atam yang mengakibatkan
kerusakan frsik dan sosial dari bencala gempa bumi dan
tsunami pada tahun 2004 telah merubah struktur ruang
wilayah sehingga perlu dilakukan penyelarasan dalam ralgka
mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar
wilayah dan antar pelaku dalam pemanfaatan rualg;

b. bahwa pemahaman masyarakat yang semakin maju dan
berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, sehingga
diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang
transparan, efektif dan partisipatif sangat diharapkan agar
terwujud ruang yang nyaman, aman, produktif dan
berkelanjutan sebagai upaya untuk meningkatkan
keselamatan, kenyamanan kehidupan dan penghidupan;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Penataal Ruang dan Pasal 17 angka 7 dan
angka 1 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang
Kawasarr Perkotaan Cot Girek dan Sekitarnva Talrun 2024-
2044;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1O92);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran negara republik Indonesia
tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan l.embaran Negara
republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2O23 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tettang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undalg Nomor 26 Tahun 20O7 tentang Penataan
Ruang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 lentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tarrrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6O42);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2O2L tentang
Penyelenggaraan Pertzrnan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
66171;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 31, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 32, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6634);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 1l Tahun 2O2L tentang Tata
Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan
Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang


